'BUPATI BENGKAYANG
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

' PERATURAN BUPATI KABUPATEN BENGKAYANG
: oy NOMOR .34 TAHUN 2018 -

= TENTANG
_PEDOMAN PELAKSANAAN PENGARUSUTAMAAN GENDER
' DALAM PEMBANGUNAN DAERAH

DENGAN RAHMAT TUI—IAN YANG MAHA ESA
, BUPATI BENGKAYANG

Menimbang" : a. ‘bah'wa dalam raz‘igka meningkatkan‘ kedudukan
‘ peran dan kualitas perempuan ‘serta upaya

mewujudkan kesetaraan dan keadilan  gender

“dalam pembangunarn diperlukan Pengarusutamaan

Gender  sehingga dapat berperan serta dalam

' proses pcmbangunan

b. bahwa agar " Pengarusutamaan Gender
‘sebagaimana 'dimaksud dalam huruf a, dapat
dxwumdkan di. Kabupaten Bengkayang secara
tercncana, terp,adu dan bersinarmmbungan, perlu
disusun pedoman Pelaksanaan Pengamsutamaan
‘Gcndcr dalam Pembangunan Daerah;

c. bahwa berdasarkan ,pertlmbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu
menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedomqn
. Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Dalam

. Pembangunan :
Mengingat ': 1."Undang -Undang ‘Nomor 7 Tahun 1984 tentang.
T C _Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan
Segala’' Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan
(Lembaran Negara Republik Indnesia tahun 1984
j Nomor 29, Tambahan Lembaran negara Republk
" . Indonesia Nomor 3277);

! 2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1999 tentang -
’ i Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II
Bengkayang (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1999 Nomor 44, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesm Nomor 3823);

3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1999 tentang.
Pengesahan Konvensi ILO mengenai diskriminasi
dalam pekerjaan dan-Jabatan (Lembaran Negara
Republik Indnesia  tahun 1999 Nomor &7,
Tambahan Lembaran negara Republk Indonesia
Nomor 3836);
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: Undang—Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang -
‘Hak Asasi Maniisia’ (Lembaran Negara Republik

’ Indonesm ‘Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan

Iembaran Negara Repubhk Indonesia Nomor 3886);
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang-

‘Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional
- (Lembaran. Negara Republik Indonesia Nomor 104

ahun' 2004 - Tambahan lembaran Negara
Repubhk Indonesia Nomor 4421);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang.
Pempentukan Peraturan Perundang-Undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5234);

'Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang-:
'Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik

, Tndonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan

Lémbaran Negara Republik Indonesia Nomor
5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali,
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun
2015, tentang ' perubahan - kedua atas Undang-

‘Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah - (Lembaran Negara -
Republik Indonesia .Tahun 2015 Nomor 58,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indenesia

-Nomor 5679);

Peraturan Pemenntah Nomor 6 Tahun 1988 .

.‘tentang Kegiatan Koordinasi Instansi Vertikal di

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran

' Negara Republik Indonesia Nomor 3373);

" 10.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun -
2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan

_Pengarusutamaan - Gender di Daerah

sebagaimana telah diubah dengan peraturan
Menteri Dalam Negen Nomor 67 Tahun 2011

; tentang perubahan Atas Peraturan Menteri
‘Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 Pedoman

Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2011 Nomor 927);

Peraturan Gubernur Kalimantan Barat Nomor
Tahun 2017 Tentang Pedoman Pelaksanaan
Pengarusutarmnaan Gender Dalam Pembangunan

" Provinsi Kalimantan Barat;

11.

Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang

Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah

(Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun
2016 ‘Nomor 11, Tambahan Lembaran Daecrah

Kabupaten Berigkayang Nomor 11).
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| © | MEMUTUSKAN

Menetapkan . : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN

PELAKSANAAN PENGARUSUTAMAAN GENDER
DALAM PEMBANGUNAN DAERAH

. BABI
KETENTUAN UMUM
; Pasal 1.
Dalam Peraturan - Bupat1 ini- yang dimaksud dengan Daerah

adalah Kabupatcn Bcngkayang, .
Pemerintah Daerah adalah: Bupati Bcngkayang sebagai unsur

-penyclenggara pemerintahan - Daerah yang  memimpin

pelaksanaan urusan Pemermtahan ya.ng menjadi kewena_ngan
daerah gtonom;

‘Bupati adalah Bupati Bengkayang,

Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD
adalah perangkat ‘daerah di lmgkungan Pemerintah Kabupaten
Bcngka)fang, :

Kecamat;an adalah Bag1an Wllayah dari Kabupaten Bengkayang
yang dlp,lmpm oleh Camat;

Kelurahan adalah Wllayah Kerja Lurah sebagal Perangkat Daerah
Kabupa n Bengkayang di bawah Kecamatan;

Desa adalah kesatuan. masyarakat’ hukum yang memiliki batas
leayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus
kepentlrigan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan
adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem

' Pemenntahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;

10.

11.

12.

13.

14.

Pengarusutamaan ‘Gender di .Daerah yang selanjutnya disebut

‘PUG adalah strategi yang dibangun untuk mengintergrasikan

gender menjadi laki dan perempuan;

Gender adalah konsép yang mengacu pada pembedaan peran
fungsi dan tanggung jawab laki-laki dan perempuan yang terjadi
akibat dari dan dapat berubah oleh keadaan sosial dan budaya
masyarakat E

Keadilan Gender adalah “suatu proses untuk menjadi adil
terhadap laki- laki dan perempuan;

Analisis® Gender. adalah proses analisis data gender seccara
sistematis tentang kondisi laki- laki ‘'dan Perempuan khususnya
berkaitan dengan tingkat aksés partisipasi, kontrol dan perolehan
manfaat dalam proses pembangunan untuk mengungkapl\an
akar permasalahan terjadinya ketimpangan kedudukan fungs
peran dan’ tanggung jawab antara laki-laki dan perempuan;
Gender 'budget statement selanjutnya disingkat GBS adalah
dokumen yang mengmformas1kan suatu output kegiatan telah
respon51f gender -terhadap isu gender yang ada, dan/atau suatu
biaya telah dialokasikan pada output kegiatan untuk menangani
permasalahan kesenjangan gender;

Focal foint PUG adalah Aparatur SKPD yang mempunyai
kemampuan untuk melakukan pengarusutamaan genderdi unit
kerjanya masing-masing; ‘ :

Kelompok Kerja Pengarusutamaan Gender yang selanjutnya
disebut Pokja PUG.adalah wadah konsultasi bagi pelaksana dan
pengerak pengurusutamaan gender dari berbageu SKPd dan Desa
di lingkungan Pemetintah daerah.
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(2).

().

R BAB g
4 ASAS MAKSUD DAN TUJUAN

4 , : Pasa12

PUG berasaskan pada penghormatan terhadap harkat dan -
' martabat manusia.,

' Maksud.' PUG - supaya menc1ptakan kesctaraan dan keadllan
gender . ;

i Tujuan’. PUG membenkan pedoman kcpad& SKPD,

Kecarnatan Kclurahan, dan. Desa. dalam penyele*nggaraan
t Pemerlntah ya.ng respons1f gcnder '

'i?asal ,‘3

I
' )
Pe{;loman pelaksanaari l 'engarusutaméaﬁ'gender bertujuan :

a.

membenkan acua.n bagi SKPD, Kecamatan, Kelurahan dan Desa
" dalam menyusun - strategi pengintergrasian yang dilakukan
' melalui perencanaan, peleksanaan, penganggaran, dan evaluasi
. atas kebl_]akan ,program dan keg1atan pembangunan;

. i mewujudkan perencanaan ' bcrperspckt1p gender melalui

' pengintergrasian’ pengalaman, asp1ra51 kebutuhan, potencl dan
| penyelesaian permasalahn laki- laki dan perempuan;

. mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender dalam kehidupan
* berkeluarga, berbangsa c dan bernegara;

- mewujudkan pengelolaan a.nggaran daerah yang responsif
' gender; .

f memngkatkan ‘kesetaraan dan keadllan dalam kedudukan,
' peranan dan tanggung Jawab lakl laki dan perempuan sebagax

" insan dan sumber d 7a, pembangunan, dan

' meningkatkan peran ‘dan kemarndirian lernbaga yang menangani

pemberdayaan perempuan dan perlmdungan anak

" .. - BAB g

A 3 ' o PERENCANAAN DAN PELAKSANAAN

(1).

(2).

(1).

(2).

Bagian kesatu
Perencanaan ’

: _ Pasal 4-

Pemerlntah Daerah berkewajlban mcnyusun kebuakan program

‘dan kegiatan responeuf gender yang dituangkan dalam Rencana
- Pembangunan Jangka Menengah Daerah Rencana Strategi

SKPD dan Rencana Kerja SKPD.

'Penyusunan Kebual!«:an program dan kegiatan pembanguanan
responsif gender sebagaimana dlmaksud ‘pada ayat (1) dilakukan
melalui analisis gender : ;

'Posal 5

Dalam melakukan analisis gender sebagaimana dimaksud dalam
pasal 4 ayat (2). dapat menggunakan metode alur kerja analisis
‘gender (gender anahsy pathway) atau'metode analisis lain.
‘Analisis gender terhadap rencania kerja da_n anggaran SKPD
dllakukan oleh masmg—masmg SKPD
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(3).: Pelaksanaan anahsxs gender terhadap rencana pembangunan

jangka menengah daerah, rericana. strtegis SKPD, rencana kerja
SKPD dan rencana kerja anggaran-. SKPD dapat bekerjasarna
dengan lembaga’perguruan tinggi atau pihak lain yang memiliki
kapabxhtas dibxdangnya

Pasal 6

(1) hasﬂ anahsxs ge,nder scbagaumana dlma.ksud dalam pasal 5 ayat

(3) dituangkan daldm penyusunar GBS

(2) ihasil analisis gender yang terdapat: .dalam GBS menjadi dasar

'SKPD dalam menyusun kerangka acuan’ kegiatan dan
merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan dokumen
rencana kerja Anggaran /Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD.

| L ' -Bagian ked’ud
. Cod Pelaksan'aan

Pasa.l 7

(1). Bupatl bertanggung Jawab dalam penyelcnggaraan PUG di Daerah.
(2). Tanggung Jawab Bupati sebagaimana scbagalmana dimaksud pada.

(3).

(4).

(1).

2).

ayat (1) dapat dilimpahkan kepada Wakil Bupati.

Satuan kerja yang - menangam urusan Perencanaan Daerah
mengkoordmas1kan penyusunan rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerali, Rencana Stratng,S SKPD, Rencana Kerja dan
Anggaran SKPD yang rcsponsﬂ gender

Bupan menetapkan Badan yang membidangi tugas pemberdayaan
perempuan : sebagau ' koordmator penyelenggaraan
Pengarusutamaan Gendcr di Daerah.

Pasé_l 8

Untuk penguatan kclernbagaan dan pengoptlmalan percepatan
penyeIenggaraan PUG di Daerah di- bentuk kelompok kerja PUG
yang susunan a_nggota terdiri Kepala SKPD yang ditetapkan
dengan Keputusan Bupati. a

: Bupatl menetapkan Kepala Satuan Kerja yang menanggani urusan

perencanaan daerah stagal Ketua Pokja PUG Daerah dan Kepala
Dinas Sosial Peranrdayaan Perempuan, Perlindungan Anak,
Pemberdayaan Masyarakat dan Desa sebagan sekretaris Pokja PUG
d1 Daerah L o

Pé.sal- 9 g

Pokja PUG Daerah sebagalmana d1rnaksud dalam pasal 8 mempunya1
tugas sebagai berikut:

a.

b.

mempromos1kan daﬁ fnemfasxhtaSI PUG kepada masing-masing

SKPD;
melaksanakan somahsam dan. admkasx kepada ‘camat, Lurah dan

Kepala Desa;

. menyusun program kerja setlap tahun, A
d.

mendorong terwujudnya perencanaan dan penganggaran yang
responsif gender;

menyusun rencana kerja pok_]a PUG setlap Tahun,

bertanggung _Iawab kepada Bupau melalm Wakil Bupati;
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qnerumuskan rekomenidasi kebx_;akan kepada. Bupatl

8.

h. menyusun Propil Gender Daerah;

'i. melakukan pemantauan pelaksanaan PUG di masmg rnasing
SKPD'

Js menetapkan tim tekms untuk melakukan ana11s1s terhadap
Anggaran Daerah;

&

ﬁ-zenyusun Rencana Aksi Daerah (RANDA) PUG;

l. mendor¢ng dxlaksanakannya permhhan dan penetapan focal foint
di m#sing-masmg SKPD;.dan ‘- .

m. melaporkan penyclenggaraan PUG kepada Bupati.

~ Pasal 10 _

(1). T1m ‘Teknis sebagalmana d1maksud dalam pasal 9 huruf J
beranggotakan aparatur yang memaham1 analisis anggaran
responsif gender. | '

' (2). Recana Aksi Daerah (RANDA) ﬁug d1 Daera.h d1maksud dalam pasal

9 huruf k-memuat :
PUG dalam pcraturan perundang-undangan di Daerah
PUG dalam siklus pembangunan di daerah; ,
. Penguatan kelembagaan PUG di daerah; dan
Penguatan peran serta’ masya:a.kat di Daerah.

9—1’"??

‘ Bagian kcﬂga
Focal Fomt

Pasal 11

(1). Focal Fo;nt pada setxap SKPD di daerah terdiri dan pejabat .dan
/atau staf yang rnembldangg1 tugas pcrencanaan dan/atau
program|

(2). Focal tht PUG sebagalmana d1maksud pada ayat (1) mempunya1
tugas : '

.a. Ime.mbant:u pengambll kebgakan untuk: memfasilitasi
penyeicnggaraan PUG di satuan kerjanya; ¢
b.: mempromosikan pengarusutamaan gender pada unit kerja;
c. ' memfasilitasi penyususnan  ‘Rencana = Kerja SKPD yang
berperspektif gender,
d.: melaksanakan ~sosialisasi dan advokasi -pengarusutamaan
. gende1 kepada seluruh pejabat dan staf dilingkungan SKPD;
e.! melapprkan. Pelaksa_naan PUG Kepada Kepala SKPD;
f. 'menddrong pelakSanaan anélisis gender terhadap kebijakan,
; program dan keg1atan pada unit kerja; dan -
g. ' memfasilitasi penyususunan data gender pada setiap SKPD.
(3). Focal foint PUG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) d1p111h dan
_ dltctapkan oleh Kepala atan P1mp1na.n SKPD

. - BAB V.
PELAPORAN PEMANTAUAN DAN.EVALUASI
Pasal 12
1; Lurah dan Kepala Desa melaporkan hasil pelaksanaan PUG
‘ dwwlayahnya kepada .Camat. -
2. Camat melaporkan hasﬂ pelaksanaan PUG d1w1layahnya kepada
Bupatx R

]
I

f
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- S Kepala SKPD. melap rka.n has11 pela,ksanaan PUG di-satuan
: k , kerjanya kepada Bupati. -
i (4). Laporan hasil pelakqa.naan PUG mehput:
I a. program kerja PUG Tahun Anggaran yang bersangkutan;

b. hal-hal telah dicapai dalam pelaksanaan PUG pada tahun

| ' anggaran: sebelumnya dan yangsedang berjalan; -
: €. }:iambatan-hambatan y&ng dxhada.p1 dalam pelaksanaan PUG;
o an o

I d. upaya-upaya yang d11akukan da.lam menangani hambatan

| { yang-ada. : | ,

Eep gl by  Pasal 13- .

(1). chala SKPD Oamat Lurah dan Kepala Desa secara terus
menerus rnclaksanakan .dan - berta.nggung jawab memantau

: pclaksanaan PUG. .

(2). Kepala SKPD, Camat Lurah da.n ‘Kepala Desa secara terus
menerus - melaksanakan dan bcrtanggung jawab  atas
pelaksanaan PUG.. :

(3). Hasil evaluasi pclaksanaan PUG menjadl bahan masukan dalam
penyusuna.n kebgakan, program dan keg1atan tahun mendata.ng

[

' BABV

PERAN SERTA MASYARAKAT
Pasal 14 .'

: setlap orang,. kelompok orgamsam masyarakat dan Lembaga
Z ‘ Stvadaya Masyarakat berhak turut serta dalam berbagal kegiatan
i _ PUG d1 Daerah 2 A

A i

‘PEMBVIN;A-AN

.’i A S i Pasal 15

(i Bupatz melakukan pernbmaan terhadap pelaksanaan PUG yang

i rnehputl

HE a., Penetapan panduan} ;:ekms pelaksa.naan PUG;

' ' b, Penguatan  kapasitas | Kelembagaan melalui pelatihan,
- konsultasi, advokam dan koordinasi; '

c. Pemantauan dan evalua31 pelaksanaan PUG .di Daerah pada

i . SKPD; dan-

' d Penmgkatan Kapa31tas Fécal Fomt dan Pok_]a PUG dan

e.! strategl pcncapauan k.mer_]a :

BAB VII
it . " PEMBIAYAAN
v | ) | | Paéal 16
(1). 'Segala biaya yang dikeluarkan wuntuk -pelaksanaan PUG

‘dibebankan pada Anggarah Pendapatan dan Belan]a Daerah dan
Anggara Pendapatan dan Belanja Negara.
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(2). ° Pembmyaan pelaksanaan PUG yang berasal dari. p1hak lain yang
- tidak mengikat, selain APBD. ‘dan APBN dapat’ -dilakukan
sepan,]a.bg tldak bertentangan dengan peraturan perundang-
undangan ) ¢

H

. ' ', ]
;

! Co

!

" .  Pasall7

Pemb}ayaan program dan keg1atan PUG yang bersumber - dari
Anggaran '’ ’Pendapatan da,n BelanJa Daerah sebagaimana dimaksud
dalam pasal 16 dxanggarka.n pada. SKPD yang - terkmt dengan
pelakFanaan PUG." . , :

2]

; . BABVI )
K .IgETENTuAN PENUTUP
Pa;sa'i' 18
Peraturan Bupati ini mu1a1 berlaku pada’ tanggal di undangkan.

agar  setiap: orang mengetahumya memerintahkan "~ pengundangan
Peraturan Bupau ini, . dengan pencmpatannya daiam Berlta Daerah

Kabupaten Bengkayang b £ S
| : ¢ /
{ Dxtctapkan : Bengkayang
' ' Pada tanggal 12 Maret 2018
p AP NGKAYANG %
Dlundangkan di- Ben'g'k‘ay;ang ‘
Pada Tanggal ' .Ap"nl 2018
Plt. SEKRETARIS DAERAH ‘
BENGKAYANG
E | l.‘rq "'.i.; \
; ;~
BERITA DAERAH KABUPATEN BENGKAYANG TAHUN 2018 NOMOR ...........
it '
‘ B ! ' |
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